
PERATIJRAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR OI TAHUN 2O2O

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KELOLA LNIVERSTTAS SEBELAS MARET

DENGAN RAI{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT LNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 56
Talun 2020 tentarg Statula Universitas Sebelas Marct, perlu
menetapkan strukrur organisasi dan tata kerja Universitas
Sebelas Maret;

b. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peranran Majetis Wali
Amanat Universitas Sebe las Maret tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.

l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lanbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia 45E6):

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tenlang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor l5E, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5335);
-1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

Lembann Negara Republik lndonesia Nomor 5500);

5. Peratwan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 56

Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Universios Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 228. Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6562);

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 1088334,{PI(R.HS/KP/2020 Tantang

Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas
Sebelas Maret Periode Tahun 2020 - 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA
UNTVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I

KETENTUAN IJMUM

Pasal I

Dalam peranrran Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan :

l. Universitas Sebelas Marer yang sclanjutnya disebut UNS adalah perguruan tine,ri
negcri badan hukum.

2. Statuta Universitas Sebelas Maret yang se lanjutnya disebut Statuta UNS adalah

peraturan dasar pengelolaan UNS yang digunakan sebagai landasan p€nyusunan

peratuan dan prosedur operasional di UNS.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjuuya disingkat MWA adalah organ UNS yang

menyrsun, merumuskan dan menetapkatr kebijakan, memberikalr pertimbangan

pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Peraturan MWA adalah peraturan yang diteiapkan oleh MWA tentang hal-hal yang

bersangkutan paut dcngan bidang nonakademik dan mengikat untuk seluruh sivitas
TJNS.

5. Senat Akademik yang selanjumya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun,

merumuskan. menetapkan kebijakan, membcrikan pertimbangan, dan melakukan

p€ngawasan di bidang akademik.

6. Peraturan SA adalah peraturan yang ditetapkan oleh SA tentang hal-hal yang

bersangkaut paut dengan bidang akademik yang mengikat seluruh sivitas UNS.



7. Rektor adalah pemimpin penycleirggaraan dan pengclolaan UNS'
g. Peraturan Relror adalah perauan yang ditetapkan oleh Rektor tentang bidang

nonakademik dan akadernik sebagai pelaksanaan Peraturan MWA dan Peraturan SA

9. Komite Audit yang sclanjumya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara

independen berfungsi melakukan cvaluasi hasil audit internal dan ekstemal atas

penyclenggaraan UNS untuk dan atas nama MWA.
10. Dewan Profcsor adalah organ UNS yang manjalankan firngsi pengembangan keilmuan,

penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

I l. Peraturan Dewan Profesor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Profesor

tentang hal-hal yang bersangkut paut drngan p€rtimbangan pengusulan Profesor dan

pemberdayaan para Profesor agar bisa berperan sebagaimana semesdnya serla

pengembangan ilmu pengetahuan dan telarologi di dalam organ UNS.

12. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang rnenyelenggarakan dan

mengclola pendidikan akademik dan pendidikan protbsi dalam I (satu) rumpun disiplin
ilmu pengetahuan dan teknologi.

13- Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas

menyelurggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan

program vokasi.

14. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan

akadcmik dalam I (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
jenis pendidikan akadernik, pendidikan profesi, dar/atau pendidikan vokasi.

t5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mcmiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam I (satu) jenis pendidikan akademilq
pendidikan profesi, darlatau pendidikan vokasi.

16. Bagian merup.kan kclompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang
dapat mcngelola laboratori um;

17. Pendidikan Profesi adalah sistern pendidikan tinggi setelah program pendidikan
sa{ana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai kcahlian khusus.

18. Pcndidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diamhkan pada
penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program Diploma I, Diploma
II, Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.

19. Dekan adalah pimpinan Fakulhs atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas
atau sekolah.

20. Sekretariat Univenitas adalah unsur pengembangan dan pelaksana tugas strategis
UNS yang melaksarakan sebagian rugas dan fungsi UNS.

21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang yang
diperlnkan untuk penyelenggaraan kegiaran Tridarma UNS dan dapat meaghasilkan
pendapatan.

22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuuzn UNS dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkar,, dun menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengaMian kepada masyarakat.



23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jcnjang pendidikan tinggi di UNS.

24. Alumni adalah uns,ur masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di

I,JNS.

25. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

T]NS.

26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengaMikan diri dan diangkat

dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.

27. Kementerian adalah perangkat Pemeriatah Pusat yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.

28. Menteri adalah mcnteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN. TUGAS. DAN FUNGSI

Pasal 2

LNS merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang

akademik dan nonakadernik secara otonom.

Pasal 3

(l) LJNS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi
yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta
mcngusahakan peningkatan pelestarian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

(2) Tugas Jrokok sebagaimana tersebut dalam ayat (l) adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan &n mengembangkan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan

akademik, pendidikan vokasi. dan pcndidikan profesi;
b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
c. Melaksanakan pengaMian kepada masyarakat;
d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan

lingkungan;
e. Melaksanakan parbinaan hubungan kerjasama dengan perorangan lembaga, dan

badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri;
f. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan aseq dan
g. Melaksanakan kegiatan layananadministratif.



BAB III

SUSI.JNAN ORGANISASI

Pasal 4

( I ) Organ UNS terdiri atas:

a. MWA:
b. SA:
c. pemimpin; dan

d Dewan Profesor.
(2) Hubungan antarorgan UNS dilandasi oleh semangat kolegialitas dengan saling

menilik d"n mengimbangi satu terhadap yang lain serta mengutamakan kepentingan
kemajuan dan kehonnatan UNS.

(3) Semua organ UNS mempunyai masa bakti 5 tahun kecuali yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020.

BAB TV

MAIELIS WALI AMANAT

Bagian Kesatu

Pasal 5

( I ) MWA sebagi unsur penyusun kebijakan menjalanlan fungsi penetapan,
penimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakadernik.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), bnVA mempunyai
tugas dan wewenang:
a. menyetujui usrl perubahan Statuta UNS;
b. menetapkan kebijakan umum UNS;

l. menyetujui Stnrknr Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pimpinan UNS: dan
2. menyerujui pengembaogan SDM;

c. mengesahkan rencana ioduk peugembanga", rcncam stratcgis, dau rencana kerja
dan anggaran tahunan:

d. mengangkat dan memberhentikan Rektor:
e. mcng,angkat dan memberhentikan keoa dan anggota KA;
f. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
g. melaksanakan pengaw:rsan dan pengendalian umum atas pengelolaan

nonakademik UNS;
h. melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor;



i. mernbuat kepurusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan
oleh organ lain;
l. memberikan penilaian atas pertimbangan yang diajrrkan SA dalam hal

pembe rhentian Rektor; dan
2. memberikan keputusan tertinggi terhadap pcrmasalahan yang tidak dapat

diselesaikan oleh organ SA. Rektor dan Dewan Profeson
j. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNS;
k. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka

metrgembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan; dan
l. mengatur hubungan antarorgan UNS;

l. menetapkan pimpinan dan anggota SA; dar
2. merret4kan pimpinan dan anggota Dewan Profesor.

(3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat kepurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf i dalam jangka wakru 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada
Menteri.

(4) Dalam hal sealah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Mentcri mengambil alih dan mcmutuskan
penyelesaian permasalahan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Untul menjadi anggota lvflvA. harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beriman dan bcrtakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berkewarganegaraan Indonesia;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan IJNS;
e. mempunyai rckam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
f. mempunyai komitsnen unn* menjaga dan membangun UNS serta meningkatkan

hubungan sinergis antara UNS dcngan pemerintah pusat, pemerintah daerah" dan
masyarakat;

g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
h. tidak memiliki konflik kepentingan:
i. tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; datr
j. tidak scdang menjadi MWA di pergunran tinggi negeri badan hukum lain. kecuali

Menteri.



Bagian Ketiga

Susunan

Pasal 7

( I ) Anggota MWA berjumlah l7 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:

a. Mcntcri:
b. Rektor;
c. Ketua SA;
d. wakil dari masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
e. wakil dari anggota SA sebanyak 7 (ojuh) orang;
f. wakil dari alumni sebanyak I (satu) orang;
g. wakil dari Tenaga Kependidikan scbanyak I (satu) orang; dan

h. wakil dari Mahasiswa sebanyak I (satu) orang.
(2) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri be rdasarkan usulan SA.
(3) Anggoh MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali

hanya unruk I (satu) kali masa jabatan berikurnya.
(4) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasisua diangkat untuk masa jabatan I

(satu) nhun dan tidak dapat dipilih kembali.
(5) Keanggotaan MWA berakhir atau anggota lvfWA diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatan;
c. berhalangan rcup secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulanl
d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
e. dipidana dengan pidana penjara karcna melakukan tindak pidana berdasarkan

punrsan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
f. mengundurkan diri.

(6) Tata cara pengangkatan dan pcmberhentian anggota MWA ld,ih lanju diaau dengan
Peranran MWA.

Pasal 8

(l) MWAdipimpinoleh:
a. I (sao) orang ketua;
b. I (satu) orang wakil ketua; dan
c. I (sao) orang sekretaris

(2) Pimpinan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan

MWA
(3) Pimpinan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilarang merangkap jabatan

sebagai:

a. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural di IJNS dan perguruan tinggi lain;
dan

b. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam
melaksanakan hrgas lvfwA.



(4) Organisasi dan tata kerja MWA leHh lanjrr diarur dengan Peraturan MWA.

Pasal 9

(l) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan

pcmberhentian Rcktor.

(2) Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Relitor.

(3) Dalam hal Rektor tidak mencalonkan kembali untuk periode yang kedua, Rektor

sebagai anggota MWA mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(4) Datam pcmilihan dan pemberhentian Rekor sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ),
Menteri mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak suara

pemilih.

Bagian Keempat

KOMITEAUDIT

Pasal l0

( I ) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membennrk KA.
(2) KA dipimpin oleh scorang anggota MWA dan benanggung jawab kepada MWA.

a. Pimpinan KA tcrdiri dari Ketua den Sekrctaris yang bertanggung jawab kepada
MWA: dan

b. Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan anggota KA di laksanakan dengan
keputusan MWA.

(3) KA mempunyai ogas:
a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit intemal dan ekstemal atas

pengelolaan LJNS di bidang nonalademik;
b. melaksanakan fungsi manajenren risiko; dan
c. menyampaikan laporan tahunan kepada tvfwA.

(4) Anggota I(A termasuk ketua paling banyak be{umlah 5 (lima) orang:
a. Anggota KA t€rdiri d^n 2 dri MWA d8n 3 dari dosen UNS; dan
b. Tidak menjabat struktural.

(5) Anggota KA dari dosen UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merniliki
jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar doktor.

(6) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
b. tata kelola perguruan tinggil
c. p€raturan p€rundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
d. pengelolaan barang milik negara.

(7) Anggota dan pimpinan KA diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan MWA dan
dilaportan di dalam rapar MWA.

(8) Organisasi dan tata kerja KA diahr lebih lanjut dengatr Peraturan MWA.



BAB V

SENATAKADEMIK

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal I I

(l) SA merupak.rn organ yang menjalankan fungsi pcnetapan kebijakan, pemberian

pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), SA mempunyai

nrgas dan wewenang:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:

l. pedoman penyusunan, perubahan, dan penetapan kurikulum Prognm Studi;
2. persyaratan akademik unok pembukaan, perubahan, dan penutupan Program

Studi;
3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik: dan
4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;

b. menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik. dan otonomi kcilmuan;

c. menyusun dan mengawasi pelaksanaan keEnnran peraturan perundang-undangan,
norma etika/etika akadernik, norma^aidah kei lmuan, dan perarurawkeputusan
intemal di bidang akademik;

d. merekomendasikan kepada Rektor mengenai sanksi terhadap Sivitas Akademika
atas pelanggaran ketennran peraturan perundang-undangan, norma etika/etika
akademik, norma/kaidah keilmuan, dan latau peraturan /keputusan internal di
bidang akademik;

e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Rektor berdasarkan
ketentuan peraturan perunrl-ng-undangan, norma etika/etika akademik
norma,/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan intemal di bidang akademik, dan
arah yang ditetapkan SA;

f. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a:
g. mengawasi kebijakan dan pelaksanarur penjaminan mutu pendidikan tinggi;
h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pruses penyelenggaraan Tridarma

perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam
rencana strategis;

i. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam penguzulan profesor;
j. merekomendasikan pernberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
k. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai rencana induk pengernbangan,

rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran bidang akademik UNS yang
diusulkan Rektor:

l. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai kinerja Rektor di bidang
akademik:

m. memberikan pcrtimbangan atss pembenNkan, pe rubahan, daniatau pcmbubaran
FakultaVSekolah dan Departcmen kepada Rektor;



n. memberikan pertimbangan atas pembukaan, pcrubahan, dan penuopan Ptogram

Sodi kepada Rektor:
o. memilih anggota MWA yang mcwakili unsur SA dan masyarakat;

p. bersama-sami MwA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan penrbahan

Stanrta UNS; dan
q. memberikan pertimbangan atas pemberhantian Rektor kepada MWA.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 12

( I ) Unok menjadi anggota SA harus mernenuhi persyaratan scbagai berikut:
a. beriman dan bertakuz kepada Tuhan Yang Maha Esa:
b. berkewarganegaraanlndonesia:
c. Dosen tetap UNS;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. memiliki integritas akademik;
f. mernahami visi, misi, dan tujuan UNS;
g. mcmiliki kemampuan manajemen akademik;
h. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;
i. tidak pemah melanggar etika akademik dan moralitas;
j. tidak berperilaku tercela;
k. tidak sedang studi lanjut; dan
l. tidak pemah dipidana penjara bcrdasarkan puosan pengadilan yaog telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Keanggotaan SA terdiri atas:

a. Rektor, wakil Rektoq dan Dekan karena jabatan atan ex oficio;
b. Dosen yang mewakili fakultas terdiri atas:

L profesor yang masih aktif dengan junrlah proporsional: dan
2. I (satu) oratrg lel or kepala yang memiliki kualifikasi doktor;

c. ketua SAF karena jabaaan atalu ex onicio.
(3) Proporsi ketcrwakilan profesor sebagaimana dimakzud pada ayat (2) huruf b angka I

paling banyak diwakili oleh 3 (tiga) orang profesor.
(4) Penunjukan anggota SA pcrwakilan profesor dan perwakilan Dosen bergelar doltor

dari setiap Fahiltas dilahrkan Dekaa sebagai pcrtimbangaD dalam rapat SAF.
(5) Masa jabatan anggota SA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk I

(satu) kali masa jabatan.
(6) Anggota SA yang menjadi wakil dalam MWA berjumlah 7 (tujuh) orang.
(7) Petunjuk tekris persyaratan, keanggotaan, tata cara pemilihan, dan masa jabatan SA

diaor dengan Peraturan SA.



Bagian Ketiga

Susunan

Pasal 13

( I ) SA dipimpin olch scorang ketua yang memiliki jabatan akademik profesor dan

dibantu oleh seorang seketaris.
(2) Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dipilih dari anggoa SA.
(3) Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih salah sau anggota SA

sebagai sekretaris.
(4) Ketua dan sekretaris SA tidak dijabal oleh anggota SA karenajabatan atau ex oficio.
(5) SA dapat membentuk komisi dan panitia sesuai dengan kebutuhan.
(6) Tata cara pemilihan Ketua SA dan pembentukan komisi diatur dengan Peranran SA.

Pasal 14

( I ) Keanggotaan SA berakhir atau .rnggota SA diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa j abatannyai
c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
d. diangkat dalam jabatan pimpinan organ UNS;
e. melanggar kode etik UNS;
f. dipidana dengan pidana penjara karcna melakukan linrhk pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
g. mengundurkan diri.

(2) Anggota SA yang diberhentikan dalam masa jabatannya, digantikan oleh anggota baru
melalui pergantian antarwaktu sampai habis masa jabatan SA.

(3) Tata cara pcmberhentian dan pergantian antarwaknr anggota SA diatur dengan
Peraoran SA.

BAB VI

REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(l) Rektor menrpakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan firngsi pengelolaan
uNs.

(2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
unsur organisasi di bawah Rektor tcrdiri atas:
a. pimpinan;



b. pelaksana akademik;
c. penunjang akademik dr" oonakademik;
d. pelaksana administrasi;
e. penjaminan mutu;
f. pengembang dan pelaksana tugas strategisl
g. pelaksana pengcmbangan usaha komersiall dan
h. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 16

(l) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a tcrdiri atas:

a. Rekor; dan
b. wakil Rektor.

(2) Rektor s€bagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a dapat dibanru oleh sekretaris
tJNS.

Bagian Kcdua

Tugas dan Wewenang

Pasal I 7

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

a. men)rusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
b. menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kegiatan

dan anggaran tahunan;
c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
d. mengangkat dan memhhentikan pejabat di bawah Rektor;
e. mengangkar dan memberhentikan pegawai UNS sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan;
f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNS secara optimal;
g. membina dan mengembangkan hubungao baik dengan lingkungan, masyarakat,

dao alumni;
h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, Sekolah,

Departemen, dar/atau Program Shldi dengan persetujuan SA;
i. menyampaikan pertanggungiawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
j. mengusulkan pengangkatan profesor yang telah diseojui oleh SA;
k. memberi gelar doktor kehormatan dadatau penghargaan lainnya setelah

mendapatkan persetujuan dari SA;
l. rnendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya

kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan UNS;
m. men)Arsun dan menerapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
n. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang

melakukan pelanggaran terhadap norma etika/etika akademik, norma/kaidah
keilmuan, dan/atau peraturan/keputusan intemal:



o. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;

p. menyusun dan mengusulkan rancangao Statuta UNS atau perubahan Statuta UNS

bersama dengan MWA dan SA; dan
q. melaksanakan nrgas dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh MWA'

Bagian Ketiga

Persyaratan

Untuk menjadi Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beriman dan berrakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berkewarganegaraan Indonesia;
c. memiliki gelar akademik doktor:
d. memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akadernik paling

rendah lektor kepala yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang

terakeditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Menteri;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) trhun pada saat berakhimya masa jabatan

Rektor yang sedang menjabat (Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat

mendaftar)l
f sehat jasmani &n rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dolcer dan

psikolog dari nrmah sakit pemerintah;
g. memiliki integritas;
h. mcmpunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS;
i. memahami sisrcm pendidikan UNS dan na^sionali
j. memiliki rckam jejak akademik yang baik;
k. memiliki pengalaman paling rendah sebagai kctuaAoordinator Program Studi;
L bersedia menjadi calon Rekor yang dinyatakan secara temrlis;
m. tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pangadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar

dalam rangka studi lanjut yang maninggalkan nrgas Tridarma perguruan tinggi
yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Keempat

Pemilihan, PengangkatarL dan Pcrnberhentian

Pasal 19

Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
Rektor dalam mclaksanakan tugasnya bertanggung jawab kcpada MWA.

(l )
(2)

Pasal l8



(3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk I

(sanr) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 20

( l) Pemilihan Rektor dilaksanakan secara mrsyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal tidak tercapa.i musyawarah untuk mufakat pemilihan Rektor dilakukan

melalui mekanisme pemungutan su:rnr.
(3) Pemilihan Rekor oleh MWA harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum berakhir masa jabatan Rekor yang sedang berjalan.
(4) MWA menetapkan dan melantik Rektor terpilih.
(5) Tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 2 I

Pasal 22

( I ) Rektor berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. meninggal dunia;
b. bcrakhir ma-sa jabatan:
c. berhalangan tetap secan terus menen$ lebih dari 6 (enam) bulan:
d. memangku jabatan rangkap scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2l;
e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya:
f. melanggar kode aik UNS;
g. dipidana dengan pidana penjara karcna melakukan tindak pidana berrdasarkan

putusan pcngadilan yang telah mernperoleh kekuatan hukum tetap: atau
h. mengundurkan diri.

(2) Beftalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayar ( I ) huruf c meliputi:
a. meninggal dunia; atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji keschatan.
(3) Pemberhcntian Rcktor karcna alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) humf c,

huruf e. dan huruf f dilakukan oleh MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.

Rektor dilarang merangkapjabatan sebagai pimpinan pada:

a. organ lain di lingkungan LJNS;
b. badan hukum pendidikan lain atau perguuan tinggi lain;
c. lembaga pemerintah pusat atau pcmcrintah daerah;
d. ba&n usaha di dalam maupun di luar UNS;
e. institusi lain yang .leFat menimbulkan pert€nrangan kepentingan dengan UNS;

dan/atau
f- komisaris dan direksi pada perumhaan lain.



(4) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota MWA dan pengambilan keputusan dilakukan
berdasar lebih dari 50% dari jumlah anggota MWA yang hadir.

(5) Dalam hal pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Metrteri
memiliki 35V" (riga puluh lima persen) hak suara dari jumlah anggota MWA yang
hadir.

(6) Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemberfientian sebagaimana dimaksud pada

ayar (4).

Pasal 23

(l) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir

sebagaimana dimakzud dalam Pasal 22 ayat (l) dan sisa masa jabatannya paling lama

2 (dua) tahun, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif
untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebclumnya.

(2) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(l) dan sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun. dilakukan pcmilihan Rcktor baru

untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya dan dihitung sebagai I (satu)

periode jabatan.

(3) Dalam hal terjadi pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA
mengangkat pelaksana tugas Rektor dari salah satu wakil Rektor unnrk mengisi
kekosongan jabatan Rektor sampai dengan terpilihnya Rek:tor baru.

Pasal 24

Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA
menugaskan salah sanr wakil Rektor menjadi pelaksana urgas Rektor paling lama I (satu)

tahun.

Pasal 25

Tata cara pemberhentian Rekor, pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor, pcmilihan
Rektor. dan penugasan wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rekror sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 21, dan Pasal 24 diarur dengan Peraturan MWA.



Bagian Kelima

WAKIL REKTOR

Pasal 26

(l) Wakil Rektor mempunyai tugas dan rvewenang membantu Rektor sesuai dengan

bidang tugasnya.
(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling banyak berjumlah 4 (empat)

orang.
(3) Wakil Reltor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh

Rektor.
(4) Masa jabatan wakil Rekor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 51lima) tahun

dan dapat diangkat kernbali untuk I (satu) kali masajabatan.
(5) Pedoman pelaksanaan nrgas dan wewenang wakil Rektor, petunjuk teknis jumlah

wakil Rektor, tata cara pengangkatan rlan pemtrerhentian wakil Rektor, dan pctunjuk
teknis m"sa jabatan wakil Rektor, serta tata cara pengangkatan kembali wakil Rektor
diatur dengan Perdturan Rekor.

BAB VI

PELAKSANA AKADEMIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Unsur pelaksana akadcmik sebagaimana dimaksud dalam Pasal l5 ayar (2) huruf b terdiri
atas:

a. Fakultas:
b. Sekolah: dan
c. Lembaga penclitian dan pengabdian masyarakat.

Bagian Kedua

Fakultas dan Sekolah

Pasal 28

(l) Fakultas dan Sekolah terdiri atas:
a. Dekan dan wakil Dekan;
b. SAF;
c. Program Srudi; dan
d. laboratorium/bengkel.



(2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pada fakultas daPat dib€nok
Departemenltagian.

Paragraf I

Dekan

Pasal 29

(l)
(2)
(3)
(4)

Dekan bertanggung j awab kepada Rektor.
Dalam menjalankan tugas, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.
Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sebanyak-banyak 3

(tiga) orang.

Pasal 3 I

SAF dipimpin oleh seorang keoa dan dibantu oleh seorang sekreoris.
SAF berfungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan
pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas atau Sekolah.
Anggota SAF terdiri atas:
a. Dekan, Wakil Dekan. Kepala Departemen, Ketua Program Studi;
b. Profesor; dan
c. Dosen yang mewakili:

l. bidang ilmu dan teknologi; atau
2. kelompok jabaan fungsional Dosen bagi fakultas yang hanya memiliki I

(satu) bidang ilrnu dan teknologi.

Pasal 30

Ketentuan lcbih lanjut mcngenai pemilihan, pengangkatan. dan pcmberhentian Dekan dan
Wakil Dekan ditetapkan dengan Peraruran Rektor.

Paragraf 2

Senat Akademik Fakultas

(r)
(2)

(3)

Pasal 32

SAF memiliki wewenang:
a. mengawasi penerapan ketentuan pera$ran perundang-undangan, norna

etika,/etika akademik, norma./kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di
bidang akadcmik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas atau
Sekolah;



b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik kebebasan mimbar akadernik, dan

otonomi keilrnuan:
c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakulta^s atau Sekolah dalam penyusunan

rencana strategis Fakultas atau Sckolah di bidang akademik;
d. mengawasi dan mcngevaluasi pcncapaian proses pendidikan, pcnelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas atau Sckolah:
e. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik profesor;
f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
g. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada

Sivitas Akademika, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas auu Sekolah; dan
h. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanlsi terhadap Sivitas

Akademika di Fakultas atau Sekolah aus pelanggaran ketentuan peratuan
perundang-undangan, nonna etika./etika akademik, norma/kaidah keilmuan,
peraturadkepu$san internal di bidang ekedsmik. dan kode etik Sivitas
Akademika di lingkungan Fakultas atau Sekolah,

Pasal 33

Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) ahun dan dapat diangkat kembali hanya unok
I (satu) kali masa jabatan.

(l) Kegiatan akadcmik di Fakultrs dan Sekolah dilaksanakan di Pmgram Studi dan/atau
I aboratoriumtben gkel.

(2) Program Studi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang kctua
Program Studi.

(3) Apabila dipandang perlu Ketua Program Studi sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
dapat dibanru oleh seorang seketaris.

Pasal 35

Laboratorium/bengkel memiliki pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri aras unsur
pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil.

Pasal 36

Organisasi dan uta kerja Fakultas dan Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Program Studi

Pasal 34



Bagian Ketiga

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 37

(l ) Lembaga penelitian dan pengaMian masyarakat merupakan lembaga yang

meryelenggarakan peoetitian dan pergaMian kepada masyarakat.
(2) Lembaga penelitian dan pangabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

mcmpunyai tugas:
a. menyusun rencana strategis penelitian dan perrgarbdian kepada masyarakat;
b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat; dan
c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengaMian kepada masyarakat.

(3) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dipimpin oleh seorang ketua dan
dibantu oleh seorang seketaris.

(4) Ketua &n sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.

(5) Organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diatur dengan
Peranran Rektor.

BABVTI

PENIJNJANG AKADEMIK DAN NONAKADEMIK

Bagian Kesao

Unit Pclaksana Teknis

Pasal 38

( I ) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2) huruf c bcrbcntuk unit pelaksana teknis.
(2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII

PELAKSANA ADMIMSTRASI

Pasal 39

Unsur pelaksana administrasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayu (2) huruf d
diatur dengan Peraturan Rellor.



BAB IX

PENJAMINAN MLITU

Pasal 40

(l) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dapat

berbentuk lembaga.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai firgas melaksanakan.

mengoordinasikan, memanlau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan muhr

akademik.
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga diatur dengan Peraturan Reklor.

BAB X

PENGEMBANG DAN PELAKSANA TUGAS STRATEGIS

Pasal 4l

Unsur pengembang dan pelaksana tuga-s suategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2) huruf f diarur dengan Pcraturan Rektor.

BAB XI

PELAKSANA PENGEMBANGAN USAHA KOMERSIAL

Pasal 42

(l) Unsur pelaksana pengembangan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) huruf g rnempunyai rugas melaksanakan pengembangan usaha komersial
dan pemberdayaan sumber daya UNS.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengembangan usaha komersial diarur
dengan Peraturan Rekor.

IJNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 43

(l) Rektor dengan pertimbangan Majelis Wali Amanat dapat mernbentuk dan/ atau
mcnutup unsur lain berupa kantor atau nama lain yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Kantor alau nama lain dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan
bertanggungiawab langsung kepada Rektor.

BAB XII



BAB XIII

DEWAN PROFESOR

Pasal 44

(l) Dewan Profesor beranggotakan seluruh profesor yang masih berstatus aktif dan

belum memasuki batas usia pensiun.
(2) Anggota Dcwan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bukan merupakan

anggota SA.
(3) Dewan hofesor memiliki tugas:

a. memberikan pertimbangan kepada Rektor dan SA dalam pengusulan profesor;
b. memberikan pertimbangan atau pencabutan gelar dollor kehormatan;
c. mengembangkan pemikiran atau pandangan dan mernberikan masukan kepada

organ UNS te*ait pengembangan UNS:
d. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ UNS terkait

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:
e. mengernbang&aa integntas moral dan etika serta wawasan kebangsaan kepada

Sivitas Akademika dan masyarakat;
f. mcngcrnbangkan budaya akademik dan integritas inteleknral Sivitas Akademika;

dan
g. mengembangkan prognm dan strategi dalam pemberdayaan profesor.

(4) Dewan Profesor dipimpin seorang ketua yang dibantu seorang sekretaris.
(5) Organisasi dan tau ke{a Der*an kofesor diatur dengan Peraturan SA.

BAB XIV

TATA KEzuA

Pasal 45

(l) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNS dalam melaksanakan
tugasnya wajib:
a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan

masing-masing satuan organisasi di lingkungan UNS maupun dengan instansi
lain di luar LNS sesuai dengan tugasnya masing-masing;

b. Memanrhi pedoman dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang menangani bidang pcndidikan tinggi;

c. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila te{adi
penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dangan ketentuan peraturan perundang- undanganl

d. Mengikuti. memamhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada aasan
masing-masing;

e. Menyampaikan laporan berkala tepa pada waktunya: dan



f. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-

masing serta memberikan bimbingan dan perunjuk bagi pelaksanaan ogas
bawahan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan

satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan

sebagai bahan unruk menyusun laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada

bawahannya.

Pasal 46

( I ) Rektor dengan persetujuan Majelis Wali Amanat dan Senat akademik dapat

membentuk Lembaga baru, jabatan tugas tambahan baru di bawah Rektor, untuk
memenuhi kebutuhan kinerja Universitas Sebelas Maret dengan teiap memperhatikan
efisiensi dan kemanfaatannya scsuai ketentuan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga baru dan atau jabatan tugas

tambahan baru di bawah Rektor sebagaimana dimaksud ayat (l) diatur dalam

Peraturan Rcktor.

BAB XV

KOMISIMWA

Pasal 47

(l) MWA dalam menjalankan tugasnya dapat membenruk Komisi yang terdiri dari:
a. Komisi Bidang Kerja Manajemen &n Tata Kelola Universitas;
b. Komisi Bidang Kcrja Perencanaan dan Pengembangan Universitas; dan
c. Komisi Bidang Kerja Monitoring dan Evaluasi atas Penyelengaraan

Universitas.
(2) Jumlah dan unsur setiap komisi ditetapkan secara pmporsional dan sesuai dengan

kompetensinya.
(3) Setiap komisi dipimpin oleh Kerua d"n Sekretaris yang dipilih dari dan oleh

anggota di setiap komisi.
(4) Komisi dalam melaksanakan mgasnya dapat meminta informasi dari Pimpinan

Universitas dan sahran organisasi lainnya di lingkungan Universitas.
(5) Selain komisi sebagainuna dimaksud pada ayat ( I ), MWA dapat

membentuk panitit atau tim adhoc.
(6) Susunan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayar (l) ditetapkan dengan Keputusan

MWA.



BABXVI

TATA CARA RAPATDAN PENGAMBILAN KEPUruSAN MWA

Bagian Kcsatu

Rapat dan Tata Cara

Pasal 48

(l) Rapat MWA terdiri atas Rapat Pleno, Rapat Komisi, d,n Rapat Panitia Adhoc / Panitia

Ke{a.
(2) Tata cara Rapat Pleno yaitu sebagai berikut :

a. MWA melaksanakan rapat pleno secara teratur dan terjadwal;
b. Rapat Pleno merupakan forum rapat paripurna yang diadakan dengan tujuan unok

membahas dan mengambil keputusan MWA dan hanya diikuti oleh anggota MWA
saja;

c. Rapat Pleno MWA dipimpin olch Ketua MWA atau Wakil Ketua MWA atau
Sehetaris MWA;

d. Rapat Pleno diselenggarakan sekurang-kurangrya sekali dalam setiap bulan dan

dihadiri oleh para anggota MWA;
e. Anggota MWA selain anggota Ex-officio, yang tidak hadir dalam rapat pleno

selama 3 (tiga) kali bemrrut turut tanpa pemberitahuan apapun, maka dianggap
mengundurkan diri dan akan digantikan dengan pergantian antar wa.lrtu melaui
keputusan MWA

f. Rapat pleno MWA dilaksanakan apabila sudah memenuhi quorum 2/3 dari jumlah
anggota MwA. Jika belum memeauhi quorum maka sidang dilanjutkan maksimum
setelah 20 menit.

g. Dalam hal pergambilan keputusan dianggap sah apabila memenuhi lebih dari 5fllo
dari jumlah anggota yang hadir.

h. Risalah rapat diruangkan dalam risalah rapat atau berita acara rapat Pleno yang
dirangkum dan disusun oleh Sekretaris MWA.

(3) Tata cara Rapat Komisi yaitu sebagai berikut:
a. Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau Sekretaris Komisi:
b. Rapat Komisi diadakan secara teratur untuk menyelesaikan tugas-tugas Komisi

yang bersangkutan, sekurang-kurangnya I (satu) bulan sekali;
c. Rapat Komisi dihadiri oleh anggou Komisi yang bersangkutan;
d. Rapat Komisi dapat diikuti setain oleh anggota Komisi yang bersangkutan, juga

oleh personel lain bukan anggoa lvfwA apabila dipandang perlul
e. Kesimpulan rapat Komisi dinungkan dalam risalah rapat yang dinngkum dan

disusun oleh Sekretaris Komisi.
(4) Tata cara Rapat Panitia Adhoc / Panida Kerja yaitu sebagai berikut :

a. Rapat Panitia Adhoc / Panitia Ke{a dipimpin oleh Ketua Panitia Adhoc/Panitia
Kerja;

b. Rapat Panitia Adhoc dihadiri oleh anggota Panitia Adhoc/Panitia Ke{a yang
bersangkutan;



c. Rapat Panitia Adhoc / Panitia Kerja dapat diikuti selain oleh anggota Panitia

Adhoc / Panitia Kerja yang bersangkutan, juga oleh personil lain bukan anggota

MWA apabila dipandang perlu;
d. Kesimpulan Rapat Panitia Adhoc / Panitia Kerja dituangkan dalam risalah rapat

yang dirangkum dan disusun oleh Kenra Panitia Adhoc / Panitia Kerja.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan MWA

Pasal 49

( I ) Anggota MWA memiliki hali suara dalam pengambilan keputusan berdasarkan
pemungutan suara (voting) pada rapat lv{WA.

(2) Keputusan dalam rapat MWA dinyatakan sah jika jumlah suara yang seruju lebih dari
50% (lima puluh pcrsen) dari jumlah anggota MWA yang hadir.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan MWA yang disebabkan oleh proses
penggantian antar waknr, maka jumlah anggota MWA untuk pcrhirungan pengambilan
keputusan merupakan jrmrlah anggota, dikurangi dengan jumlah anggota yang sedang
dalam proses penggantian.

Bagian Ketiga

Ketetapan MWA, Kepuusan MWA, dan Pcraturan MWA

Pasal 50

(l ) Ketetapan MWA diambil melalui rapat MWA berdasarkan musyawarab untuk mufakat
atau tanpa melalui rapat MWA

(1) Dalam hal tidak dicapai mufakat, dapat dilakukan pemungutan suara.
(3) Pemungutan suara dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(4) Kesimpulan dan catatan hasil rapat MWA dituliskan &lam risalah rapat lvfwA, dan

dibagikan kepa& seluruh anggota MWA.
(5) Kesirnpulan rapat lv{WA dapat dituangkan dalam bentuk peraturan MWA atau

Keputusan MWA.
(6) Peraruran MWA merupakan Ketetapan MWA yang berisi norma hukum yang

berkelanjutan, konkret dan terus menerus sena mengikat.
(7) Keputusan MWA merupakan Ketetapan MWA yang bersifat sekali selesai atau final.



Bagian Keempat

Kode Etik Anggota dan Kerahasiaan MWA

Pasal 5 I

( I ) Kodc Etik MWA ditetapkan oleh lvfWA.
(2) Setiap anggota MWA memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam

setiap rapat lvfwA secara bertanggungiawab.
(3) Dalam hal terdapat pembicaraan yang bersifat rahasia, baik berdasatkan permintaan

:rnggota maupun berdasarkan pendapat rapat lvfWA, maka kerahasiaannya wajib
dijaga.

(4) Kebcbasan berpendapat dan kerahasiaan rapat MwA sebagaimana ayat (2) dan (3)

diatur dalam Kode Etik MWA.

BAB XWI

KEPEMIMPINAN MWA DAN TATA URL]"TAN PERATURAN LNS

Bagian Kesatu

Kepemimpinan MWA

Pasal 52

MWA dipimpin oleh Ketua Wakil Kenra dan Sekretaris.
Ketu4 Wakil Ketua dan Sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipilih dari anggota MWA.
Ketua Wakil Ketua dan sekrctaris MWA tidak dijabat oleh anggou lvfwA karcna
jabatan atau ex officio.
Hak kehormatan Kctua dan Wakil Ketua MWA setara dengan Rektor dan Sekretaris
MWA setard dengan Wakil Rektor.
MWA dapat membentuk komisi dan panitia sesuai dengan kebutuhan.
Hak kehormatan keura Komisi MWA dan Ketua KA setara dengan Dekan dan

Sekretaris Komisi MWA dan Sekretaris KA setara dengan Wakil Dekan.
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA beftak mengatasnamakan MWA dalam
melakutan hubungan dengan organ intemal universitas dan masyarakat luar
sepanjang sesuai dcngan bidang kepentingan MWA.
Atas penggunaan kewenangan pada ayat (7), untuk hal-hal yang penting, Ketua atau

Wakil Ketua atau Sehetaris MWA melaporkannya kepada rapat MWA terdekat.
Apabila diperlukan, Ketua atau Wakil Ketua atau Seketaris MWA dapat
mengundang narasumber yang bukan anggota lvfwA unok memberikan masukan
atau pen&pat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas MWA.

(t)
(2)

(3)

(-+ )

(5)
(6)

(7)

(8)

(e)



(10) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Schetaris MWA adalah 5 (lima) tahurL datr

dapat dipilih kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(l l) Ketua. Wakil Ke$a atau Sekretaris MWA diberhentikan apabila mengundurkan diri,

berhalangan tetap, melanggar kode etik UNS, melalui proses nrpat MWA yzng
diselenggarakan khusus unnrli itu.

(12) Apabila Ketua Wakil Ketua atau Sekrctaris MWA diberhentikan se.suai dengan ayat
( I I ) atau meninggal dunia maka dilakukan pemilihan Ketua, Wakil Ketua atau

Sekretaris baru untuk masa jabatan antar waktu pada rapat MWA terdekat.
(l3) Pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Seketaris

MWA dilakukan dalam bentuk keputusan MWA.

Bagian Kedua

Tata Urutan Peraturan UNS

Pasal 53

Tata urutan Peraturan UNS adalah
a. Peraturan MWA;
b. Peraturan Senat Akademik:
c. Peraturan Rektor; dan
d. Peranrran Dewan Profesor.

BABXVIII

PERENCANAAN, PELAPORAN, EVALUASI DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Perelcanaan, Pelaporan, dan Evaluasi MWA

Pasal 54

Percncanaan, Pelaporan, dan Evalrrasi MWA terdiri dari:
(l) Perencanaan, pclaporan, dan evaluasi kegiatan MWA ditctapkan melalui Kcputusan

MWA.
(2) Pelaporan d2n gyalrresi kegiatan MWA dilakukan secara berkala" sekurang-kurangnya

saN kali dalam satu tahun.
(3) Laporan tahunan MWA disampaikan setiap akhir tahun kepada Rapat Pleno MWA.



Bagian Kedua

Anggaran MWA

Pasal 55

( I ) Anggaran untuk melaksanakan tugas MWA, baik untuk kegiatan reguler, Komisi,
Panitia Adhoc / Panitia Kerja, atau kegiatan lain yang tcrkait dcngan MWA,
dibebankan kePa'ta angtr.n g1qa.

(2) Dalam hal menetapkan anggaran MWA seperti dalam ayat ( I ), maka MW.A
berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan, yang selanjuorya
menjadi satu kesatuan Rencana Kerja dan Anggaran UNS.

BAB XIX

KESEKRETARIATAN

Pasal 56

(l) Kesekretariatan Majelis Wali Amanat dipimpin oleh Ketua dan Wakil Kerua Majelis
Wali Amanat dibantu oleh Sekretaris Majelis Wali .{manat dan unsur pelaksana
administrasi.

(2) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari seorang Kepala Tata Laksana dan para
pembantu pelaksana.

(3) Unsur pelaksana administrasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah
tangga, pencatatan, risalah, rapat-rapat, dan urusan lain yang diilgaskan oleh Kenm.
Wakil Ketua atau Seketaris Majelis Wali Amanat.

(4) Jumlah pcmbantu pelaksana discsuaikan dengan jumlah komisi atau menuut
kebutuhan.

Pasal 57

(1) Kepala Tata Laksana Kesekretariaan Majelis Wali Amanat menyusun uraian tugas
para pembantu pelaksana dengan persctujuan Seketaris Majelis Wali Amanat.

(2) Jabatao Tepala Tata Laksana kesekretariatan MWA setara dengan jabaan Kepala
Subbagian menurut ketentuan dalam organisasi dan tata kerja uNS.

Pasal 58

Kesekretariatan Majelis Wali Amanat mempunyai ruang kantor dan inventaris sesuai
dengan kcdudukan dan ftrngsinya sebagai unsur pcndukung MWA.



Pasal 59

(l) Pada setiap tahun anggaran Ketua atau Wakil Kenra Majelis Wali Amanat mengajukan

anggamn biaya operasional kesekretariatan MWA kepada Rektor.
(2) Anggaran biaya tersebut pz,dz ayzt ( I ) dikelola oleh Ketua atau Wakil Ketua auu

Sekretaris Majelis Wali Amanat sesuai dangan ketenruan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(l) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Keq'a Universitas Scbelas Maret masih tetap dilaksanakan sampai dengan
disesuaikan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universius Sebelas Maret ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilalokan selambat-
lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Majelis Wali
Amanat ini.

(3) Segala peraturan Reltor ataupun Peraturan UNS yang bertentangan dengan Peraruran
ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XxI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6l

( I ) Perubahan Organisasi dan Taa Kerja UNS menunrt Peraturan
oleh Majelis Wali Amanat.

(2) Ketenoan pelaksanaan dari Peraturan Majelis Wali Amanat
dengan Peraturan Reklor.

ini, ditetapkan

ini dilaksanakan



BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pcraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Surakarta

Tanggal, 23 November 2020

MAJELIS WALI AMANATUNIVERSITAS SEBELAS MARET

,((
HADI TJAHJANTO, S.I.P. /lE9,t


